
BUPATI ENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENCEGAHAN PENY ALAHGUNAAN NARKOTIKA, 

PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat 

Adiktif dalam berbagai bentuk dan jenisnya di masyarakat 

semakin meningkat dan dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat serta keberlanjutan generasi muda; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi 

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Pemerintah ikut 

terlibat secara aktif dalam melakukan fasilitasi 

pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, 
Psikotropika dan Zat Adiktif; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 

' 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 
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3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan 
Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 

1972 yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3085); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang 

Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3671); 

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5062); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

ten tang 

Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
352); 
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6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD 

adalah Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang yang 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah 

berdasarkan tugas dan fungsinya. 

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Enrekang. 

8. Kepolisian adalah lnstitusi Kepolisian yang berada di 

Kabupaten Enrekang. 

9. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun 

semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan 

atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan 

dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan 

sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotik 

10. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau 

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui selektif pada susunan saraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental 

dan perilaku. 

11. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk 

dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya 
adiktif atau ketergantungan pada pemakainya. 

12. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan 

untuk menghindarkan masyarakat dari 

penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif. 

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan 
pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada 
jalur formal dan informal pada semua jenjang. 

14. Rumah Kos/Tempat Pemondokan, yang selanjutnya 
disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang 
disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu 
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standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

Pasal 8 
(1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c, merupakan upaya pencegahan 

terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak 

mengulangi kembali ketergantungan terhadap 

narkotika, psikotropika dan zat Adiktif setelah 

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan 

pendekatan secara prof esional dan sesuai dengan 

standar pencegahan yang relevan sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Sasaran Pencegahan 

Pasal 9 

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui : 
a. keluarga; 

b. satuan pendidikan; 

c. lingkungan Masyarakat; 

d. organisasi kemasyarakatan; 
e. PD dan DPRD; 

f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan 
tempat hiburan; 

g. pemondokan dan/ atau asrama; 
h. media massa; dan 

1. tempat ibadah. 

Bagian Ketiga 

Pencegahan melalui keluarga 
Pasal 10 

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 huruf a meliputi : 
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Badan Perm.usyawaratan Desa, dan lembaga sosial 

dan keagamaan lainnya. 

(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dilakukan melalui: 

a. pembentukan Tim penanggulangan bahaya 

narkotika, psikotropika dan zat Adiktif berbasis 

masyarakat; 

b. pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan 
dan penghuninya untuk menghindari 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 
Adiktif; 

c. berkoordinasi dan melaporkan kepada aparat 

kepolisian apabila mengetahui adanya 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 

Adiktif di lingkungan sekitarnya. 

Bagian Keenam 

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan 
Pasal 16 

( 1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi 

kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 huruf d adalah : 
a. ikut serta melakukan sosialisasi dan penyebaran 

inform.asi mengenai ancaman dan bahaya 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 

Adiktif; dan 
b. menggerakkan dan melakukan kegiatan sosial 

kemasyarakatan dalam melawan setiap upaya 

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat 

Adiktif di wilayah masing-masing. 

(2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara 

mandiri atau bekerja sama dengan pemerintah 

kabupaten serta pihak lainnya. 
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BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini 

penempatannya dalam Lembaran Daerah . 

dengan 

Di tetapkan di Enrekang 
pada tan gal ifJ JAl'/vA 1 o-ot 8 

� 
BUPAT ENREKANG!' ,,-- 

Di undangkan di Enrekang 
pada tanggal t 8 .?/.\ N v � f.l1 Jo 1 8 
SEKRETARI 

CHAIRUL LATANRO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 

2018 NOMOR 2- 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG 

PROVINS! SULAWESI SELATAN 

B.HK.HAM.l..005.18 
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